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REFPUBLIK INDOMES A

FERATURAN PEMERINTAH REFUBLIK INDONESIA

NOMOR 96 TAHUN 2012
TENTANG

FELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009

Mengingat

TENTANG PELAYANAN FUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

babhwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (),
Fasal O ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 avat (3}, dan
Pasal 39 ayat {#] Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Pubiik, periu menctapican
Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomgr 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

1. Pasal 5 ayat (2} Unde-Unl:lﬂn.g Dasar Megara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undan,g—ﬂndan.g Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedus atas Undang-Undang Nomer 32
Tahun 2004 ‘entang  Pemerintahan  Daergh
(Lembaran  Negarg Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844

3. Undanngndnng
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Moda! (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2007 Nomor 67, Tambshan
Lembaran Negara Republik indonesia

Nomor 4724};
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negirs Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 5038);

MEMUTUSKAN.

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYANAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

L. Pelayanan Publik adalah kegiatan atay rangkaian
kegiatan dalam rangka  pemenuhan kebutuhan
pelayanan  sesual dengan  peraturan perundang-
undangan bagi sctiap Warga negara dan penduduk
alas barang, jasa, dan /atau Pelayanan admintstrass
yang disediakan pleh penyelenggara  pelayanan
publik.

2. Penyelengpars .
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Penyclenggara Pelayanan Publik vang selanjutnya
disebut Penyelenggara adalah setiap  institusi

penyelenggara negara, korporasi, lembags independen
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain
Yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan

pelayanan publilk,
Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut
Pelakzana adalah pejabat, pegawal, petugas, dan
sctiap orang yang beleerfa di  dalam organisasi
penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindalan
atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

berkedudukan sebaga penerima manfaat pelayanan
‘publik, baik secara langsung maupun tidak langsung,
Standar  Pelayanan adalah  tolok whkur yang
dipergunakan sebagan  pedoman Fenyelengparaan
pelayanan publik dan  scuan penilaian  kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara
kepada masyarakat dalam rangka  pelayanan yang
berkualitas, cepat, mudah, terjanglkay, dan terukur

Malshamat Pelayanan adalah permyataan tertulis yang
berisi keselurvhan rincian kewajiban dan janji yang
terdapat dalam standar pelayanan,

Misi Negara adalah kebijakan untuk mengatasi
Permasalahan  tertenty, kegiatan  tertentu, atay
mencapal Wjuan terteniy Yung berkenman dengan
kepentingan dan manfaal orang banyalk,
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Sistem pelayanan terpadu merupaksn satu kesatuan
pengelolaan  dalam pemberian  pelayanan  vang
dilaksanalan dalam satu tempat dan dikentrol oleh
sistem pengendalian manajemers guna
mempermudah, mempercepat, dan mengurang bliaya.

Pelayanan Berjenjang adalah penyelenggaraan
pelayanan yang dilaksanakan secara bertingkat
dengan menyediskan kelas-kelas pelayanan yang
disesuaikan dengan kebutuhan masyvarekat untuk
memberikan pilihan kepada masyarakat pengpuna
pelayanan dengan tetap memperhatikan prinsip
keadilan dan proporsionalitas,

Batuan Keda Penyelenggara adalah unit kerja vang
bertugas menyelenggarakan pelayanan publik yvang
berhubungan langsung dengan pengeung layvanan.

Menteri adalah menter yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan
Aparatur negara.

Mamﬁ ._'.r:mg diatur dalam Peraturan Pemerintah  ini

meliputi:

o

rueng lingkup Pelayanan Publik:
si8tem pelavanan terpadu;
pedoman penyusunan Standar Pelayanan;
propors! akses dan Hategorl kelompek Masvarakar
dalam Pelayanan Berjenjang; dan
pengilcutsertaan Masyaraka: dalam penyele
¢ NEEATaan
Pelayanan Publik.

BaBI, .
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Pasal 5

Pelayanan jasa publik scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b meliputi;

a.

(1)

(2

penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang
sebagian atau seluruh dananys bersumber dac
anggaran pendapatan dan belanja negars dan/atau

anggaran pendapatan dan belanja dasrah:

penyedizan jasa publik oleh suatu badan ussha yang
modal  pendiriannya  sebagian  atau szhuruhnya
bersumber dari kelcayuan negara dan/atau kelayaan
dacrah yang dipisahkan dan

penyediaan jasa publik yang pembiaysannya tidak
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
Aegara atau anggaran pendapaten dan belanja dasrah
atau badan usaha vang modal pendiriannya schagian
atau seluruhnya bersumber dari kekayasn negara
dan /atay kekaysan daerah Fang dipisshkan, tetap
ketersediaannys menjad: Mizsl Negara vang ditetapkan
dalarn peraturan perundang-undangsn,

Pelayanan administratif schagaimana  dimalsud
dalam Pasal 3 huruf merupakin pelayanan oleh
Penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk
dokumen resmi yang dibutubikan sish Masvaralat,
Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi;

@& tndakan  administrasi pemerintah  yang
diwajibkan alah negera dan  diatur  dalam
peraturan pPerundang-undangan dalam rangka
mewujudkan pPerindungan  pribadi dan fatay
keluarga, kehormatan, martabat, dan harts
benda warga negara,

b, tindakarn . .,
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b. tindakan administraii oleh Instans
noppemerintah yang diwafibkan oleh negara dan
distur dalam peraturan perundang-undangan
serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan
penenima pelayanan

Pasal ¥

(1] Tindakan administratf oleh  instansi pemerintah
sebagaimana dimaks=ud dalam Pasal 6 ayat {2) huruf a
diselenggarakan dalsm bentulk pelayanan pemberian
dokumen berupa perizinan dan nonperizinan,

(2] Dokumen berupa peririnan  dan nonperiznan
sebagaimana dimalksud pada avat (1) merupakan
keputusan administrasi Ppemerintahar

[3) Keputusan administras pemenntahan sebagaimana
dimalesud pada ayat |2) merupakan keputusan
Penyelenggara yang bersifat penctapan

(%} Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat mendelegagikan wewenang atau melimpahlean
wewonang kepada pihak  Jain sesual  dengan

ketentuan peraturar, pPerundang-undangan.

dokumer nonperizinan  sesugj dengan  Ketefituan

Fagalo
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Penyelenggara meliput:

a.

(1)

(2]

institusi penyelenggara negara yang terdiri dari
lembaga negara dan/atau lembaga pemerintahan
dan/atay Satuan Kerja Penyelenggara di
linglungannya;

korporasi berupa Badan Usaha  Milik MNegara
dan/atau Badan Usaha Milik Daecrah dan/atau
Satuan Kerja Penyelengrara di hingkungannya;
lembaga  independen yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang dan/atau Satuan Kera
Penyelenggara di Iingkungannys; atau

badan hulkum lain yang menyelenggarakan Pelayanan
Publik dalam rangka pelaksanaan Misi Negara

Pasal 10

Badan hukum lain schagamana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf 4 meliput:

8.  badan  hukum yang  menyelenggaraken
Pelayanan Publik berdasarkan subsidi dan /atay
bantuan sejenisnys schagaimana  ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan: atay

b. badan hukum  yang menyelenpgarakan
Pelayanan Publik berdasarian norma, standar,
prosedur, dan kriteriz atay berdasarkan jzin
BERUA] bidang Pelayanan bersanglutan
sebagaimana ditetapkan  dalam peraturan
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8. besaran nilai aktiva paling sedildt 50 {ima
puluh) kali besaran pendapatan per kapita per
tahun di wilayah administrasi pemerintahan
Penyelengpara pada tabun berjalan; dan

b. jaringan pelayanan yang pengguna pelayanannya
tdak dibatazi oleh wilayah  administras;
pemerintahan.

BAB 111
SISTEM PELAYANAN TERPADU

Pasal |1

(1} Penyelenggara dapat menyelengparakan  sistem

(2)

pelayanan terpadu.
Penyelenggaraan s1glem pelayanan terpadu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksangkan dJi

linglkungan kementerian (lembaga_ pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten (kota, dan/amy
kecamatarn

Fasal 12

Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan:

a,

-

memberikan perlindungan  dan kepastian  huleum
kepada Masvaralat:

mendekatkan pelayanan kepada Masyaralat:
memperpendek proses pelayanan;

mewujudlean proses pelayanan yang ecepat, mugdah,
murali, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
memberikan  glges vang lebih  juas kepada
Masyarakat untyl memperoleh pelayanan.

Pasal 13 ., .
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pendelegasian atan pelimpahan WeWEenang;
akuntabilitas; dan
aksesibilitas,

Pasal 14

Sistem pelayanan terpadu merupakan saty kzsatuan
proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa
jenis pelayanan Yang dilakukan secars terinlegrasi
dalam satu tempat balk secara fisik maupun virtual
sesuai dengan Standar Pelayanan,

Sistem pelayanan terpadu secara fisik sebagaimang
dimaksud pada ayal (1) dapat dilaksanakan melalui:
8.  sistem pelayanan terpadu satu pinty; dan/atau
b. sistem Pelayanan terpadu satn atap,

Sistem pelayanan terpady secara virtual sebagaimana
pada ayat (1) merupakan sistem pelayanan
dengan  memadulan pelayanan

yang
secara eleltronilk,

Pasg] 15

Sistemn pelayanan terpadu’ sstu pintu sehagaimans
dimalesud dalam Pagal 14 ayat (2] huruf & dilaloglkan
dengan cara memadiakan beberapa jenis pelavanan
untuk menyelenggarakan pelavanap BECArE
terintegrasi dalam satn kesatuan proses dimulai das
tahap  permohonan sampal  dengan tahap
penyelesaian produk pelayanan melalui saty pintu,

(<) Penyelenggarasn . . .
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{4} Penyelenggaraan sistern pelayanan terpadu  satu

1)

{2)

Pintu  wajib dilaksanakan untuk jenis pelayanan
perizinan  dan nonpenzinan  bidang penanaman
modal.

Pasa] 15

Penyelenggaraan sistemn pelayanan terpadu satu pintu
sebagaimana dimalksud dalam Pasal 14 ayat (2]
huruf a dilakeanaksn berdasarkan pendelegagian
Wewenang atau pellmpaha_uwew:n&nﬁ,dari:

8, pimpinan lembaga nepara, pimpinan
kementerian, pimpinan  lembaga  permerintah
nonkementerian, pimpinan lembaga lcomisi
TEgAma atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga
lainnya  kepada pimpinan  Satuan  Kerja
Penyelenggara sistem pelayanan terpadu;

b. gubernur kepada pimpinan  Satuan Kerja
Penyelenggara sistem Pelayanan terpadu;

£, bupati/walilkota kepada pimpinan Satuan Kerja
Penyelenggara sistem pelayanan terpadu: atay

d. pimpinan kerporasi kepada pimpinan Satuan
Kerja Penyelengpara sistem pelayanan terpady,

Pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang
sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) ditetapkan
dengan - keputusan Fimpinan lembaga negara,
Plmpinan kementerian, pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian, Pimpinan lembagn
komisi negara atay Yang sejenis, dan pimpinan
lembaga  lainnya, gubernur, bupati fwalilota,
pimpinan lorporasi sesuai dengan kewenangannys
berdasarkan ketentuan  peraturan perundang-
undangan,

13| Pendelegastan
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Pendelsgasian wewenang atay pslimpahan wewenang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, meliputi:

a4, penerimaan dan pemrosesan  permohonan
pelayanan yang diagjukan sesuai dengan Standar
Pelayanan dan menerbitkan produk pelayanan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. penclaken permohonan pelayanan yang tidak
memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;

c. pemberian persetujian dan /atau
penandatanganan dokumen perizinan dan/atau
nonperizinan  atas nama  pemberi delegasi
wewenang scsual demgan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. pemberian persetujuan dan/fatau
penandatanganan dokumen  perizinan  dan
nonperizinan oleh penerima wewenang sesuai
dengan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan;

&, penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa
pelayanan sesusi dengan ketentuan peraturarn
perundang-undangan; dan

f. penetapen Standar Pelayanan dan Maklumat
Pelayanan,

Pimpinan  kemienterian, pimpinan lemnbaga

pemerintah nonkementérian, gubernur, bupati dan

walikota  mendelegasikan  seluruh kewenangan

Pemberian  persctujuan  dan penandatanganan

dokumen perizinan dan/atay nonperizinan bidang

Peniinaman modal sebagaimana  dimakegd pada

ayul [3) huref e,

Pasal 17 .,
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Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu  satu atap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayvat (2) hurul b
dilakuksn dengan cars memadukan beberapa  jenis
pelayanan dan/atay beberapa organisasi Penyelenggara
uniuk menyelenggarakan pelayanan secara bersama pads
satu tempat mulsi dard tahap permohonan sampas dengan

tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu atap,

Satuan Kerja Penyelengpara pelayanan kepada Pelaksana
di lingkungannya untuk menyelenggarakan pelayanan
pada lokesi penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu
sesual dengan penugasan dimaksud,

Pelakeans yang mendapat penugasan sehagaimana

dimaksud dalam Pasal 158 mempunyal kewenangan:

8. penerimaan dan pamnrosesan  pelayanan Vang
cdigjulian sesiai dengan Standar Pelayanan;

b.  penolakan permohonan  pelayanan yang tidak
memenuhi Standar Pelayanan;

€ persetujuan  permohonan Pelayanan  yang telah
memenuhi Standar Pelayanan;

d.  pengajuan Penendatanganan dolumen perizinan dan
nonperizinan kepada pimpinan instans pemberi
Penugasan sesual Standar Pelayanan:

€. Penyampaiarn | | |
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€. penyampaian produk pelayanan berupa perizinan
dan/atau nenperizinan kepada pemohon: dan

. penerimaan dan pengadministrasian biava jasa
pelayanan sesuai dengan letentuan  peraturin

perundang-undangan.

Pazal 20

{l] Penyelenggara sistem pelayanan terpadu sebagaimana
dimakeud dalam Pasal 15 wajib  melalulan
koordinasi dan konsultasi denigan instansi/satuan
ketja yang mendelegasikan WEWenang stau yang
melimpahkan WEWEDANE, terutams menyvanghue
aspek teknis dalam penyelenggaraan pelayanan.

{2} Penyelenggars sistem pelayanan terpadu sebagsimans
dimaksud pada avar (1] wajib  melaporkan
Perkembangan  penyelenggaraan Pelayanan kepada
instansi/satuan kerjm yang  mendelegasikan
wowenang atal! yang melimpahkan WEWENALE
dimaksud, secara berkala BiEU sewaktu-waktu jika
diperlukan,

Pasal 21

Helembaguan sistem pelayanan  terpadu dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABIV. ..
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BAB 1V

FEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

(1)

(2)

(3)

{z)

i)

Pazal 22

Setiap Penyelenggars wajib menyusun, menetapkan,
dan menerapkan Standar Pelayanan,

Fenyelenggara dalam menyusun Standar Pelayanan
sebagaimana  dimaksyd pada  avar (1) wajib
mengilcutasrtalean Masyarakai dan Pihak Terkait
serta mengacu pada ketentuan teknis yang telah
ditetapkan sesuai dengan  ketentuan peraturan
Perundang-undangan,

Petunjuk  telmis penyusunan, penetspan, dan
Penerapan Standar Pelayanar sebagaimans dimaksnd
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menter.

Pasal 23

Masyarakat dan Pihak Terkait schagaimana dimaksud

dalam Pagal 29 ayat (2}, terdir dari walkil:

% scmua  pihalke  yang berkedudukan sebapgas
penerima manfas; Pelayanan Publik baik SCCATA
langsung mavpun tdak langsung; dan/atay

b, tokoh Masyarakar, Glademisi, dunia usaha,
organisas| profest dan fatay lembags swadaya
Masyaraiot,

Penetapan waldl Masyarskat dan Pihak Terkait

scbagaimana  dimalsyc Pada  ayat (l] beserta

Jumlahnya, ditentulean oleh Penyelenggara dengan

memperhatikan  integritas, kompetensi,  dan

kepedulian di bidang pelayanan yeng bersangkutan,

Pazal 24
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Penyelenggara.

Penyiapan rancangan Standar Pelayanan
sebagaimang dimaksud pada eyat ({1} harus
berorientasi pada Peringkatar  kualitas pelayanan
dengan tidak memberatkan Penyelenggara,

Dalam  penyiapan rancangan Standar Pelayanan
sebagaimana dimaksd pada ayat (1), Penyelenggara
dapat melibatian Masyarakat dan/atau Pihak
Terkair,

produk pelayanan:

SArans, prasarana, dan/atay fasilitas;

kompetens Pelaksana;

pengawasan internal:

Penanganan pPengaduan, saran, dan masukan;
Jjumlah Pelaksana;

jaminan pPelayanan Yeng membenikan  kepastian
Pelayanan dilaksanakan segysi dengan  Standar
T M. jaminan . , |
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Jaminan keamanan dan lkeselamatan pelayanan
dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa
aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan;
dan

evaluasi kinerja Pelaksana.

Pasal 25

Rancangan  Standar Pelayanan  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 wajib dibshas pleh

Penyelenggara dengan mengikutsertalan Masvarakar

dan Fihak Terkait untik menyeiaraskan kemampuan

Penyelenggara dengan keburihan Masyarakat dan

kondisi linglkungan,

Kemampuan Penyelenggara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1] terutama menyangkut kemampuan

sumber daya yang dimililti, meliputi:

&  dukungan pendanaan yang dizlokasikan untuk
penyelenggaraan pelayanan:

b. Pelaksana yang bertugas menyelengparakan
pelayanan dard segr Kuahitas maupun kuantitas;
dan

€. Barana, prasarana, dan/gtan fasilitag  yang
digunakan untul menyelenggaralian pelayvanan,

Hasil pembahasan fancangan Standar Pelavanan

sebagaimana  dimaksna pPada ayat (1) harus

dituangkan dalam berita acarg PERYUSUnEn Standar

Pelayanan dengan  dilampisi  daftas hadir peserta

Tapat.

Pasal 27
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Pasal 27

Rancangan Standar Pelayanan yang telah dibshas
sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 26 wajib
dipublikasilcan oleh Penyelenggara kepada
Masyarakat paling lama 5 (lima) han kerja sejale
ditandatangani berita acars penyusunan Standar
Felayanan wunruk mendapatkan  tanggapan  aray
masulkan,

Masyarakat atay Pihak Terkait dapat mengajulkan
langgapan atau  masukan terhadap rancangan
Standar Pelayanan sebagaimana  dimaksud pada
ayat (1) paling lamas 7 {tajub) hari kesis sejak

Penyelenggara waijib memperbaiki rancangan Standar
Pelayanan berdasarkan WNggapan atsl masukan

scbagaimana dimalksyd pada ayat (2) paling lams
14 {empat belas} hari sejak batas alkhir pPengajuan
lEngEapan atau masukan dari Masyarakat atay Pihaj
Terkait,

Rancangan Standar Pelayanan yang telan diperhail
sebagaimana dimskeud pada ayat (3 selanjitnya
ditetapkan gleh Penyelenggara  menjadi Standar

Pelayansn,

Dalam hal Masyarakal atay Pihak Terkait yang

fengajukan tanggapan atay masukan tidak russ
terhadap perbailan yYang telah  dilakukan oleh
Penyelengpara scbagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (4], dapat melaporian kepada Ombudsman.

i<} Ombudsman ., _
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Ombudsman menyelesaikan  pengaduan keberatan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Pagal 29

Penentuan blaya/tarf yang ditueangkan dalam
Standar Pelayanan ditetapkan setelah mendapatkan
Persefijjuar  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewnn
Perwakilan Rakyat Daesrah Provinzi, atay Dewan
Perwaldlan Ralgya: Eaerah Kabupaten/Kota dan
berdasarkan peraturar perundang-undangan

Biaya / tarif pelayianan Yang Penetapanmnya
berpedoman pada Peraturan  perundangundangan
tergendiri dan blaya/tarif pelayanan oleh  badan
usaha swasts sebagai  Penyelenggara Pelayarian
Pubkk dikecualikan dart ketentuan avat {1},

Dalam ha Pemberlaban baya tarit Pelayanan
scbagaimans dimajesid pada ayat (I belum
mendapatican persetijuan Dewan Perwaldlan Radcyat,
Dewan  Perwakilar Rakyat Daerah Provinsi, atau
Dewan Perwalkilan Rakvat Daerah Kabupaten/Kota,
dapat menggunalean biava/tarif Pelayanan  yang

Pasal 30

Untuk menerapkan Standar Pelayanan vang telah
ditetapkan sebagaimanz dimaksud dalam Pasal 27
ayat (4, Penyelenggara wajib.  menyusun  dan
menetaplean Maldums; Pelayanan,

{2) Maldumay, . |
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Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan pernyatasn kesanggupan dan
kewajiban  Penyelenggare untuk  melaksanaksn
pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang
telah ditetaplan,

Malkdumat Pelayanan wanb dipublikasikan secarg
Jelas dan luas.

Makdumat pelayanan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1] dipublikasikan paling lama 7 (mguh) hari
kerja sejak Standar Pelayanan ditetapkan,

Paszal 31

Penvelengpara  dan Masyarakat wajib  menggunakan
Standar Pelayanan sebagm tolok ukur dan acuan penilaian

kualitas penyelengparaan pelayanan.

(1)

(2)

(1)

Pasal 32

Dalam ranglka optimalisas] polayanan, Penyelenggara
wajib  melakukan evaluasi pPenerapan  Standar
Pelayanan secara berkaly setiap 1 {satu) tahun,

Hasil evalyasi sebagaimana dimaksid pada ayat (1)
dapat dijadikan dssar oleh  Penvelengpara untule
meninjau dan menyempurnakan Standagr Pelavanan

Pasal 33

Standar Pelayanan ¥ang telah dilaksanalan wajib
dilakukan Peninjauan ulang sctiap 3 (tgs) tahun

{2) Hasil ., . .
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Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dijadikan dasar oleh Penyelengpara
untuk melelukan perubahan Stundar Pelayanun.
Perubahan  Standar  Pelayanan sebagaimana
dimaksud pada avat (2} dilakulkan dengan mengikuti
mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
dan Pasal 27,

BAB Vv

PROFORSI AKSES DAN KATEGOR] KELOMPOK MASYARAKAT

DALAM PELAYANAN BERJENJANG

Pasal 34

Penyelenggara dapat menyediakan Pelavanan Berjenjang
alau pelayvanan seecars bertingkat untuk jenis Pelavanan
Jasa publik berdasarkan kelas pelayanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(1)

(2

Pazal 335

Pelayanan Berjenjang sebdgaimana dimaksud dajam
Pazal 34 diwujudkan dalam bentul penyediaan kelas
pelayanan  sccara bertingkat untuk  memberikan
pilihan kepada Masvaralkat sesuai dengan leetentuan
Peraturan perundang-undangan,

Pelaksanaan Pelayanan Berjenjang  sebagaimana
dimalesud pada ayat (1} wajib memperhatikan prinsip
keadilan, propersionalitas, dan tidak diskriminatif

Pagal 36 . | ,
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Pasal 36

Penyelenggara yang akan menerapkan Pelayanan
Berjenjang sebagaimana dimaksud dalerm Pasa! 34
wajib melakukan kspan secara scksama  untuk
mengetahui proporsi akses dan kategori kelompok
Masyarakat yang akan menggunakan Pelavanan
Berjenjang
Selain kajlan untuk mengetahui proparsl akses dan
kategori  leelompok  Masyarakat sehageimana
dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara  wajib
mempertimbangkan:
4, kemampuan sumber daya manusia vang dimilild,
baik dari segi jumlah maupun kualitas atsu

Evmpetensi;
b, ketersediaan sarana, prasarana, dan/atay
fasilitas perunjang;

€.  kesiapan biaya atau angearan pendukung; dan
d.  kemampuan menata  dan mengelola untuk

mengamankan prinsip keadilan,
proporsionalitas, dan tidale diskrirminatif,

Pasal 37

Proporai akses dalam penyediaan kelas Pelayanan
Berjenjang sebagaimana dimalksud Pasal 34 ayat (1)
ditetapkan berdasarkan persentase,
Persentase penyediaan kelas Pelayanan Berjenjang
sebagaimana  dimalksud pada ayat (1) ditetapkan
paling banyak 25% (dus puluh lima pergen) dari
seluruh kapasites pelayanan yang tersedia,
Persentase sebagaimana dimalksud pada ayat (2] tidak
mengurangi kapasitas yang seharusnyva disediakan
untuk masyaralat umym,

(4] Penctapan . ,
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(4} Penetapan persentsse sebagaimana dimaleud pada
ayat (2) dilaloukan berdasarkan:
&. hasil kajian; dan
b. kesepakatasn dengan Masyarakat pada saat
pembabasan Standar Pelayanan.

Pagal 38

Dalam menetapkan besaran persentase  sebagaimana
dimaksud dalam Pasa!l 37 wajib memperhatikan asas
keadilan dalam penyedisan kelas pelayanan  wuk
menfamin penyediaan kelas pelayanan tetap proporsional

Pasal 39

Eategori  kelompok masyaraleat  yang menggunakan
Pelayanan Berjenjang didasarkan pada;

a.  tinglat kemampuan ekonomi:

b. kebutuhan: dan

t. keanggotaan dalam sustg komunitas.

BAB V1
PENGIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM FENYELENGOARAAN
PELAYANAN PUBLIK

Pasal 40

Penyelenggara wajib mengikutsertakan Masvaralat dalam
Penyelenggaraan  Pelayanan Publik sebagai upaya
membangun  sistem penyelenggarasn Pelayanan Publik
yang adil, transparan, dan akuntabel.

Pazal 41 , ,
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Pasal 41

Pengilutsertaan Masyarakat dalam  penyelenggaraan

pelayanan publik scbegaimana dimaksud dalam Pasal 40

mencalup keseluruhen proses penyelenggaraan Pelayanan

Publik yang meliputi;

&, penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;

b. penyusunan Standar Pelayanan;

€ pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan
Publik; dan

d. pemberian penghargass,

Faszal 42

{1} Pengikutsertaan Masyerakat dalam penyelengparaan
Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 disampailean dalam bentuk masukan, tanggapan,
laporan, dan/atay pengaduan kepada Penyelenggara
dan atasan lBRpsung Penyelenggara serta Pihalk
Terkait  sesuai  dengan  ketenruan peratitran
perundang-undangan atau melalui media masss.

(2} Penyelenggara wajib memberikan informasi kepada
Masyarakat mengenal tindak lanjut penyelesaian
masukan, tanggapan, laporan, denfatau pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

Pengilutsertaan Masyarakat dalam pengawasan dan
evaluasi penvelenpgaraan Pelayanan Publik, sebagaimana
dim. ksud dalam Pasal 4] huruf c diwujudkan dalam
bentulk:;

8. pongawasan ,
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&. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Standar Pelayanan;

b. pengawasan terhadap penerapan kebijakan; dan

¢c. pengawasan terhadap pengenasn aanksi,

Pasal 44

Pengilutsertaan Masyarakat dalam pemberian
penghargasn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
hura! d diwujudkan dalam bentuk pemantauan, evaluasi,
dan penilaian kinerja Penyelenggara

Pasgal 45

Pengikuteertoan Masyarakat dalam penyelengearaan

Pelayanan Publik sebagaimans dimaksud dalam Pasal 41

mengacy pada prinsip sebagai berilout:

8. terkait langsung dengan Masvarakat PengELaiL
pelayvanan:

b, memilild kompetens: sesusi dengan jenis pelayanan
yang bersangloutan; dan

€. mengedepankan rnusyawarah, mufakat, dan
keberagaman Magyaraleat.

Pagal 46

Pengik wsertaan Mosvarakat  dalam penyelenggaraan
Pelayinan Publik sebuy iimana dimaksud dalam Pasal 41
do, ilakukan secar. percrangan, perwakilan kelompolk
Per  ne pelayanan, perwakilan kelompok pemerhati
maupun perwaldlan badan hukum ¥ang mempuryai
kepedulian terhadap Pelayanan Publik,

Fasaal 47 , ..
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Pasgal 47

Masyarakat dapat secars swadaye memberikan
penghargean kepada Penyelenggara atau Pelaksana yang
memiliki kinerja pelayanan vang baik sesusi kemampuan
atau kompetensinya.

BAB VII
FPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

(1) Prmbma.a.n dan pengawasan Pelayanan Publik
dilakulan  sesuai dengan peraturan perundang-
undangan .

(2) Pembinaan dan pengawasan Pelayanan Publik o
kementerian dan lembaga dilakukan pleh pimpinan
lembaga negara, Plmpinan kementerian, plimpinar
lembaga pemerintah nohkementierian, plmpinan
1|Tmhaga komisi neparz atan Yang sejenis, dan
Pimpinan lembaga lainnya.

{3} Pcf:mhin.am dan pengawasan umum Pelayanan Publik
di  daerah  dilakukan  oleh menten  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bi

bid
dalam negerd, o
=) Ff:mhiamau.da.n Pengawasan teknis Pelayanan Pubjik
di daerah dilakilean aleh masing-masing kementerian
dan lembaga pemerintah nonkementerian.

BAB VI ., . .
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BAEB VI
SANKSI

Penyelenggara atsu Pelaksana Yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pzssl 20
ayat (1), Pasal 26 ayat (1}, Pasal 27 ayat (1), Pasal 27
ayat (3], Pasal 30 ayat (3), Pagal 32 ayat (1], Pagal 36
ayat (2), dan Pasal 42 ayat {2 dikenai sanksi tesuran
tertulis,

Penyelenggara  ataw  Pelaksana yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat (2 dikenai sanksi penurunan Baji sebesar saty
kali kensilean gaji berkals untuk paling lama 1 {satu)
tahun.

Penyelenggara  atau Pelalksana yang melanggar
ketentuan sebagaimang dimaksud dalam Pasal 27
ayat (J), Pasal 30 ayar i), Pasal 33 ayat (1), dan
Pasal 38, dikenai sariksi pembebasan dari jabatar,

Penyelenggara atau Prlaksans yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1) dikenai sanksi pemberhentan dengan hormat
tidak atas permintaan sendin.

Pembina vang melanggar ketentuan ge ana
dirmalcsud dalam Pasal 15 ayat (2} dikenal sanksg
toguran peringatan dar dilalouban pembinaan secara
khusus terhadap Pembing,

Penyelenggara sebagaimana disnaksud Pasal 4 huruf ¢
dan Pasal 5 huruf c, ¥Yeng melanggar ketentuan
sebagaimana dimalesud dajarm Pasal 22 ayat (2} dan
Pasal 38 dikenai sanlsi Pembekuan misi dan/atay
zin yang diterbitkcan cleh instans: Pemerintah.

[T Pi:El].i‘-I:iE:]:IEEEI.lT:I T
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Penyelenggara yang dikenai sanksi sebagaimana pada
ayat (5} apabila dalam jangka waktu paling lama
6 [enam) bulan tidak melakukan perbaikan kinerja
dikenai sanksi pencabutan izin yang diterbitkan olsh
instansi pemerintah

BAB IX
EETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,

semua Penyelenggara vang:

a. belum memiliki Standar Pelapanan, wajib
menyusun,  menetapkan, dan  mencrapkan
Standar Pelayanan paling lama 6 (enam| bulan
sejak berlakunys Peraturan Pemerintah ini; dan

b, telah memiliki  Standar Pelayanan,  wajib
menyesuatkan  dengan  Standar Pelayanan
sebagaimana  dimalksud dalam  Peraturan
Pemerintah ini dan memberlakukan paling lama
& (emam) bulan sefak  berlabunya  Peraturan
Pemerintah ini.

Penyelenggara yang dibentul setelah  berlaluinyg

Peraturan  Pemerintali  ini wajib  menyusun,

menetaplean, dan mencrapkan Standar Pelayanan

paling lama 6 (enam) bulan sejak  terbentulnya

Satuan Kerja Penyelenggars,

Ff:mtl.lran Pemerintab ini mulsi berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah  ini dengan
penempatannya dalam Lembaran  Negara Republik

Indonesia,
Ditetapkan di Jakaria
pada tanggal 29 Oktober 2012
PRESIDEN REPUELIK INDONESIA,
trd.

DRE. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYOND

Diundangkan di Jakarts

pada tanggal 30 Oktober 2012

MENTER] HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 215

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Rl
Asisten Deputi Perundang-undangan
£ kplitik dan Kesejahteraan Rakyat,

N

! !
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FENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2012

TENTANG

FELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG PELAYANAN PUBLIK

UL

Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Fublik mengamanatican kepada pemerintah untuk menerbitkan

peraturan pelaksanaan atas ketenruan Pasal = ayat (6], Pesal 9
ayat (2), Pasal 20 ayat (S5); Pasal 30 ayat (3}, dan Pasal 39 ayat (%)

dalam 5 (lima) Peraturan Pemerintak,

Mengingat materi yang terkandung dalam kelimz Peraturan
Pemerintah yang diamanatksn dalam pasal-pasal tersebut di atas
soCira substansisl memilild keterkaitan, maka untuk memudahkan
pemahaman secara utuh bagl semua pihak, kelima Peraturan
Pemerintah tersebut digabung menjadi 1 (satu] Peraturan Pemerintah,
yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pelalesanzan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Materi muatan Peraturan Pemerintah ing mencakup Tuang
Inglkmp Penyelenggara, sizsterm pelayanan  terpady, pedrman

Ruang lingloup Panyelenggara Pelavanan Publik merupalan salak
Safu aspek penting yang perly difabarkan agar tidak menimbulkan
kerancuan  dalam Penerapannya, terutama  berkaitan dengan
Penyelengpara Pelayanan Publik oleh badan hulbum  lain  yang
melakeanslan Misi Negara, Sctiap inattusi penvelenggara negars,
korporasi berupa badan usahs milik negata dan/geay badan usahs
milile daesrah, lembaga independen, dan badan hukum Jain yang
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Dalam rangka mempermudah dan  mempercepat pelayanan
kepada Masyaralkar dapat dibentuk sistem pelayanan terpadu. Sistem
pelayanan  terpadu  pada hakikatnya adalah menyederhanakan
mekanjsme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-henay
dirasakan oleh Masyaralkat. Artinys, sistem ini diadakan bukan hanya
karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan,
etapd lebih kepada scherapa jaub sistem pelayanan terpadu tersebut

Dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik diamanatian
buhwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik  wajib  menyusun,

mudah, terjangkau dan terukur. Penerapan Standar Pelayanan
dimalsudian scbagai salah  sam Ups¥a untuk meminimalisic
tegadinya Penyimpangan  atgy penurunan  ldnegs  dalam

Dalam  rangka memenubi  tuntutan  kebutuhan Masyarakat
scbagai aldbat kemajuan ekonom! dan tuntutan Pelayanan yang lehih
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. PASAL DEM] PASAL

Pasal ]
Culoup jelas,

Pagal 2
Cukup jelas,

Pasal 3
Cukup jelas,

Pasa] 4
¥ i "
ang dﬂnﬂ.i-:sud dmgan pengadaan” dalam ketentuan ing adalah
Pﬂn}rndmanh : [providing) barang publik sebagaimana tercantum
dalam njelasan Pasgl 5 ayat (3 L‘ndang-l.rnda.ng Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubiilc >

Paszal 5

Cukup jelas.
Pasalg ., .
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Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2}

Pasal 7

Huruf a
Culcup jelas,

Huruf b
Yang dimalksud dengan “tindakan administratif oleh
instansi nonpemerintah” dalam ketentuan ini adalah
pl:lmri.:mn administratil vang disslenggarakan oleh
badan hulum lainnya.

Ayat (1)

Cukup jelas,

i

rang  dimaksud  dengan "keputusan  administraai
pemerintahan” dalam ketentuan ini adalah keputusan tata
usaha negara sebagnimens dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah
tengan Undang-Undeng Nomer 9 Tahun 2004 tentang
heputusan Tata Usaha Negara

Ayat (5]

E putusan yang bersifat Fenetapan misalnva Izin Mendirikan
Bangunan (IMB), Surat I=in Usaha Perdagangan (SIUF], dan
ixin lain sertu surat persetujuan,

Heputusan nonperizinan bentuknya berups tanda, kartu
atiu bentuk keputusan lain sesusi ketentuan tentang tata
B¢ kah dinas, misalnya Kartu Tanda Penduduk, Nemor
Pukok Wajib Pajak (NPWP), Bukti Kepemilikan Kendaraan
Sermotor (BPKB|, dan Sertifikat Tanah,

Axal (4)

Culup jelas,
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Pemberian dokumen nonperizinan oleh instansi nonpemerintah
misalnys doloumen lredit perbankan dan polis asuransi,

Paga] 9

Huruf a

Cukup jelas,

Hurmuf b

Culcup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas,

Huruf d

Yang dimaksud dengan  “badan hulum  ein® dalam
leetentuan ini adalah badan swasta baik berbentuk korporasi
MAUpUn yayasan yang menyelenggarakan Pelayanan Publile
dalem rangks pelaksanuan Mizi Negara, Pelaksanasn Mis

kemampusn pemerintah, sehingga dilaksanakan aleh badan
#wasta dengan biaya dari pemenntah yang disebut subaidi,

Bentuk Misi Negarn lainnva adalah badan SWHELA yang
menyelenggarakan Pelayanan Publik berdasarkan izin yang
diberikan oleh pemerintah  dan/atay pemerintah daerah
ataw berdasarkan Rorma, standar, prosedur, dan riteria
Yang ditetapkan oleh pemerintah ¥ang wajib dipatuhi atay
dilaksanakan oleh  badan swasta  tersebut  dalam
menyelenggarakan pelayanan,

Pazal 10. ..
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Ayat {1}
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Huruf a

Badan hukum yang memberikan peiayanan
berdasarken subsidi dan/ atan bantuan aejenianya dari
pemerintah, karena dari pelavanan tersebut seluruh
atau scbaglan anggaran yang dipunakan ditagihkan
kepada pemerintsh, misalnya rumah  salkit YAng
ditugasi pemerintah melayani pasien yang datang
dengan membawa surat keterangan miskin dan
kelurahan, biaya yang seharusnyva dibayer oleh pasien
lalu  digratiskan karena akan ditagihkan kepada
instanai pemerintah yang menUgasinya, Contoh lain
adalah sekolah atau perpuruan swasta vang dalam
menjalankan aktivitasnys memperoleh bantuen dana
atau bantuan tenags pendidik vang berstatus pegawai
negeri sipil

Huraf b

Ayat (2]

Yang dimaksud dengan  “badan bukum® dalam
ketentuan ini misalnya sekalah swasta wajlb mengikuti
standar kurileulum, standar muty, standar guru yang
ditetapkan  pemerintah, rumah sakit swasta vang
menyelenggarakan pelayanan medik dan penunjang
medik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Huraf a

Culkup jelas.

Huruf b

Pasal 11

Cukup jelas,

Cukup jelas.

Pagal 12 .
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Puszl 12

Culoup jelas,

Passg] 13

Huruf a
Yang dimaksud dengan  prinsip "keterpaduan®  dalam
ketentuan ini adalsh Pengintegrasian proses penyeleszian
berbagai jenis pelayanan dalam saty sistem.

Huruf b
Tang dimalksud dengan prineip “ekanomis" dalam ketentuan
inl adalah tidalk menimbulkan ekonomi biaya tinggi bag

Huruf ¢
Yang dimalksug dengan Prinsip “koordingsi dalam keteniyan
ini adalah Jenis-jenis pelavanan ¥ang dipadukan tidak
berjalan sendiri-sendiri, tetapi harue berjalan dalam 1 {sang)
tm  kerja ¥Yang benar-bepar terpadu dan  terknordinas;
dengan misi Yang sama untuk memberikan pelayenan yang
terbaik bagi Masyaralas

Huruf d
Yang dimalesyd denpan prinsip "pendelegasian  atau
Pelimpahan wewenang" dalam  ketentuan ini  adalah
penyelenggaraan sistem pelayanan terpady dilaksanalean

Humf 1, .,
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Huruf f
Yang dimaksud dengan prinsip  *aksesibilitas” dalam
ketentuan ini adalah Masyarakat memiliii akses yang
mudah untuk mendapatkan pelavanan,

Yang dimaksud dengan *satu kesatuan Proses pengelolasn
pelayanan® adalah mekanisme pengelolaan pelavanan
dilalukan dalam san gistem  kontrol atay dalam ssmy
kesatuan sistem Pengendalian manajemen terhadap berbagai
jenis pelayanan yang dimtegrasikan agar memenuni tujuan
dan prinsip palayanan terpadu.

Ayat (2]
Culcup jelas.

Ayat (3)
Yang dimalesud dengan “memadukan pelayanan secars
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Huruf &
Pendelegasian Wewenang atau pelimpahan Wewanang
dar bupat/walikots kepada pimpinan Saruan Kerja

Penyelenggara  sistem pelayanan  terpadu  di

kabupaten /kota di dalamnya termasulk satuan kerja
yang berada di kecamatan,

Huruf d
Cubup jelas.

wempunyal keterkaitan proses dan dilayan] melajui beberapa
Pt gerta tdak hargg disertal dengan pendelegasian  atay
pebimpahan Wewenang,

Pusal 18
Cubup jelas,
Pasal 19

Cukup jelas,

Pasal 20
Cubup jelas,
Paea] 21 ., .
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Pasal 21
Yang dimalsud dengan “persturan perundang-undangan”
dalam ketentuan ini antara lain Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2008 tentang Kementerian Negarg, Peratursn Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisas) Perangkat Daerah,
dan Peraturan Pregiden Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pelayasian Terpady Satu Pintu dj Bidang Penanaman Modal,

Yang dimaksud “Standar Pelayanan" dalam ketentuan ind
adalah Standar Pelayanan Publik yang disusun untuk setiap
jenis pelayanan

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Masyarakar das Fihalk Terjai®
dalarm ketentuan inj antara lan  pengrana Pelayanan,
pemerhatt, praktisi akademisi, taloh Masyarakat, dan/atay
lembaga swadaya masyarakas.

Ayat (3)
Cukup jelas,

Pasal 23
Cultup jelas,

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas,
Ayat (2)
Culeup jelas,
Ayat (3)
Penyiapan fancangan Stander Pelayanan dengan melibatlan

Masyaralkat bertujuan unmk mengakomodasi kepentingan
Masyarakat,

Pagal 25
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Pasal 25
Cukup jelas.
Fasal 26
Ayat (1)
Penyelarasan kemampuan Penyelenggara  dimaksudlkan
untuk mempertemukan atay menyamakan persepsi dan
pPemahaman gung menyesuaikan tuntutan kebutuhan sosial
ckonomi Masyarakat dan  lkondisi hngkungan dengan
ketersediaan sumber daya yang dimalild Panyelenggara,
Ayat (2)
Cultup jelas
Ayat (3}
Pasal 27
Cukup jelag
Pusal 28
Culoup jelas,
Pagal 29
Ayat (1)
Culup jelas,
Ayat (2)
¥
2Rg  dimaksud  dengan biava/tardf pelayanan vang
Penctapannya \iran
htr_p-.adunun peda perat perundang-
5 = ersendin antara lain b!ﬂ}'a.n'tﬂ.n.f F‘n:h:n:naaﬂ_n
tgara Bulan Pajale, retribus; daerah, dan i
s pemanfaatan
Ayat (3)
Cultup jelas,

Pasal 30 , , |
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Pasal 30
Ayat (1)
Cubmup jelas,

Ayat (2)
Cukup jelas,

Ayat (3)
Yang dimalcsud dengan *dipublikasikan secars haas” dalam
ketentuan ini adalah diinformasikan melalui berbagai media
antara lain melalui papan Fengumumean, brosur, leaflet, dan
media informasi lainnya sehingga mudah diketabui, dilihat,
dibaca, dan diakses alah Masyaraleat,

Ayat (4)
Cultup jelas,

Fazal 31
Cukup jelas,

Pasal 32
Culkup jelas,
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Ayat (2]

Pazal 36

Prinsip keadilan dimaksudban wuntuk menjainin pengeiuran
lkeelas pelayanan begenjang cleh Penyslengpara harus benar-
benar dilakukan secara adil tanpa ada priortas untuk
kelompok tertenty,

Prinsip proporsionalitas dimaksudkan wuntuk menjamun
penyediaan kapasitas kelas-lkelas Pelayanan Rerjenjang
benar-benar  dilakukan  secara proporsional  tanpa
mengurangi kapasitas vang scharusnyn disedialkan bagi
Masyarakat umum.

Pringip tidak diskriminasif dimaksudkan untuk METarmin
kualitas pelayanan harus sama antara kelas berjenjang
dengan yang tidak berjenjang. Yang membedakan hanya
penyedisan fasilitas pelayanan.

Ayat (1)

Kewajiban Penyelenggars  untuk  melakulan kajian
i untuk mengetahui secara jelas dan pastj
tenting kemampuan Masyarakat yang akan mengpunalkan
akses  dan kategori  kelompok Masyarakat yang
membutuhban penyediaan Pelayanan Berjenjang.
Kategori kelompol Masyarakat vang memanfaatican proporsi
akses meliputi kelompok Masvarakat yang membutuhkan
Pelayanan lebih oyaman, memiliki kemampuan ekenomi
lebih, dan sanggup membayar blava pelayanan lebibh mahal
dibandingkan dengan biaya pelayanan Yyang berlaka umum.

Ayat (2)

Pasal 37

Culoup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas,
Ayat (2] ., .
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Ayat (2) o
Batas maksimum kapasitas pelayanan yang dapat diberikan
kepada kelompok Masyarakat yang membutuhkan Pelayanan
Berjenjang adalah 25% fdua puluh lima persen) dar seluruh
kapasitas pelayanan yang tersecis,

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)
Culup jelas,

Pasal 38
Culoup jelas,

Fazal 36
Hurufa
Culkup jelas,

Pasal43
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Pasal 43
Cukup jelas,

Pasal 44
Cukup jelas,

Pasal 45

Culcup jelas.
Fasal 45

Cukup jelas.
Pass] 47

Cukup jeias.

Pasal 48
Ayat (1)

Ayat (2)
Cukup jelas

Yang dimaksud dengan “pembinann umum®  adaleh
pPembinasn  vang  dilakukan dalam  ranglks  fasilitasi
Penyusunan norma, standar, prosedur, dan Eriteria sesuai
dengan kebijakan uwmum dan kebijakan telwnis Pelayanan
Publik.

Yang dimaksud demgan “pengawssan  umum® adalnh
Pengawasan dalam rangka  efelktfitas penyelengearaan
Pelayanan Publik di daerah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan *pembinaan dan pengawasan” teknis
adalah pembinasn dan Pengawasan sesuai dengan tugas dan
fungsi maging-masing kementerian dan lembags pemerintah
nonkementerian,

Pasal 49
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Fusal 49
Culoup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasg]l 51
Cukup jelas.
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